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Abstract: This research describe about implementation policy government of saving economic
programs in Sungai Jering Subdistrict Kuantan Tengah District Kuantan Singingi Regency. One
of government program to growth and anticipations of poverty are by saving economic programs
in Sungai Jering Subdistrict Kuantan Tengah District Kuantan Singingi Regency. Programs of
saving economic programs in Sungai Jering Subdistrict Kuantan Tengah District Kuantan Singingi
Regency are have done but thats implementations was not optimally. The research use the methode
are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object
conditions based on real fact. This research use location in Sungai Jering Subdistrict Kuantan
Tengah District Kuantan Singingi Regency and researcher collect data from books, government
regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Kuantan Tengah
District Technics, Sungai Jering Subdistrict, and implementators program. This research shows
that implementation policy government of saving economic programs in Sungai Jering Subdistrict
Kuantan Tengah District Kuantan Singingi Regency are have done by planning, implementating,
adn evaluating programs but not optimally. But the problrm of implementation policy government
of saving economic programs in Sungai Jering Subdistrict Kuantan Tengah District Kuantan

Singingi Regency was in socializations, registrations and report administrations.

Abstrak: Penelitian ini menguraikan tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka
penghematan program ekonomi di Kecamatan Sungai Jering Kabupaten Kuantan Tengah Kabupaten
Kuantan Singingi. Salah satu program pemerintah untuk pertumbuhan dan antisipasi kemiskinan
adalah dengan menabung program ekonomi di Kecamatan Sungai Jering Kabupaten Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi. Program penghematan program ekonomi di Kecamatan Sungai Jering
Kabupaten Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan namun implementasinya
tidak optimal. Penelitian menggunakan metode ini adalah metode kualitatif yang menganalisis masalah
penelitian dengan menggambarkan kondisi subjek dan objek berdasarkan kenyataan. Penelitian ini
menggunakan lokasi di Kecamatan Sungai Jering Kabupaten Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi dan peneliti mengumpulkan data dari buku, peraturan pemerintah, jurnal, media massa,
situs web dan wawancara mendalam dengan informan seperti tehnik Distrik Kuantan Tengah,
Kecamatan Sungai Jering, dan program pelaksana. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ekonomi di Kecamatan Sungai Jering Kabupaten Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah dilakukan dengan merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi program namun tidak optimal. Namun problrm kebijakan implementasi pemerintah
untuk menabung program ekonomi di Kecamatan Sungai Jering Kabupaten Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi sedang dalam sosialisasi, pendaftaran dan administrasi laporan.

Kata Kunci: implementasi, kebijakan pemerintah, usaha ekonomi

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak-
mampuan secara ekonomi untuk memenuhi stan-
dar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah.
Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan
rendahnya kemampuan pendapatan untuk me-
menuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan,
sandang, maupun papan. Kemampuan penda-
patan yang rendah ini juga akan berdampak ber-
kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar
hidup rata-rata seperti standar kesehatan masya-
rakat dan standar pendidikan. Kondisi masya-
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rakat yang disebut miskin dapat diketahui ber-
dasarkan kemampuan pendapatan dalam meme-
nuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prin-
sipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak
sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan,
akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan
kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal
ataupun pemukiman yang layak merupakan salah
satu dari standar hidup atau standar kesejahte-
raan masyarakat di suatu daerah.

Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat
disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh
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lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga
tidak banyak memiliki kesempatan untuk men-
sejahterakan dirinya (Suryawati, 2004). Penger-
tian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan
studi pembangunan adalah kemiskinan yang
seringkali dijumpai di negara-negara berkem-
bang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan
kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak
hanya sekedar bentuk ketidakmampuan penda-
patan, akan tetapi telah meluas pada bentuk
ketidakberdayaan secara sosial maupun politik
(Suryawati, 2004).

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk
permasalahan pembangunan yang diakibatkan
adanya dampak negatif dari pertumbuhan eko-
nomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar
kesenjangan pendapatan antar masyarakat mau-
pun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter
region income gap) (Harahap, 2006). Studi
pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan
kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan
kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifi-
kasikan segala aspek yang dapat menjadikan
miskin.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kem-
bali dan diperluas berdasarkan permasalahan-
permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang
selanjutnya menyebabkan menjadi miskin.
Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh
Chambers adalah definisi yang saat ini men-
dapatkan perhatian dalam setiap program pe-
ngentasan kemiskinan di berbagai negara-negara
berkembang dan dunia ketiga.

Pemberdayaan masyarakat berorientasi
kesejahteraan adalah pemberdayaan yang diran-
cang dan dilaksanakan dengan fokus untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
bukannya meningkatkan produksi. Ini mengubah
prinsip-prinsip yang dianut selama ini, yaitu
bahwa pencapaian pembangunan lebih kepada
pemenuhan target-target variable ekonomi makro.
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan
ini antara lain adalah membentuk usaha kemitraan
yang mutualistis antara orang lokal (orang miskin)
dengan orang-orang yang lebih mampu. Kemit-
raan akan membuka akses terhadap teknologi,
pasar, pengetahuan, modal, dan manajemen yang
lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas.

Secara konseptual, pemberdayaan (empo-
wernment) berasal dari kata *power’ (kekua-
saan atau keberdayaan). Karenannya, ide utama
pemberdayaan bersentuhan dengan konsep me-
ngenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikait-
kan dan dihubungkan dengan kemampuan indi-
vidu untuk membuat individu melakukan apa
yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat
mereka.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah kajian
pemerintahan yang menganalisis implementasi
kebijakan pemerintah pada program program
UEK-SP di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
yang diawali dengan menggambarkan hubungan
antar variabel responden setelah itu dilanjutkan
dengan menggambarkan fenomena-fenomena
yang terjadi berkaitan pelaksanaan program
UEK-SP di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan program UEK-SP di Kelurahan
Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabu-
paten Kuantan Singingi.

Teknik penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan beberapa cara
yaitu observasi atau pengamatan, wawancara
bersama informan penelitian dan kuesioner. Pada
metode ini, data- data yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas merupakan data-
data sekunder yang didapatkan dari buku-buku,
majalah-majalah, jurnl, surat kabar, buletin, la-
poran tahunan dan sumber-sumber lainnya. Pe-
neliti juga menggunakan sarana internet dalam
proses pengumpulan data yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kuantan Singingi secara geog-
rafis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada
jalur tengah lintas Sumatera dan berada dibagian
selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan
yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan
untuk menghubungkan daerah produksi dan
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pelabuhan, terutama pelabuhan Kuala Enok
Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelabuhan Dumai.
Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi
mempunyai peluang untuk mengembangkan
sektor-sektor pertanian secara umum, perdaga-
ngan barang dan jasa, transportasi dan per-
bankan serta pariwisata.

Alur kegiatan Program Usaha Ekonomi
Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP)
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pelestarian kegiatan untuk selanjutnya dalam studi
ini dielaborasi dengan tahap pengawasan dan
kelembagaan UED/K-SP. Sebelum memulai
tahap perencanaan, hal penting yang harus dila-
kukan adalah melakukan orientasi atau penge-
nalan kondisi yang ada. Dalam masa pengenalan
kondisi sekaligus juga dilakukan sosialisasi
Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpang
Pinjam (UEK SP) secara informal kepada mas-
yarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan
oleh seluruh pelaku Program Usaha Ekonomi
Kelurahan Simpang Pinjam (UEK SP) di semua
tingkatan sebagai upaya untuk mendorong par-
tisipasi dan pengawasan dari semua pihak, se-
hingga semua pelaku Program Usaha Ekonomi
Kelurahan Simpang Pinjam (UEK SP) memiliki
pemahaman atau persepsi yang sama terhadap
program.

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan
informal masyarakat merupakan alternatif untuk
menyebarluaskan informasi Program Usaha
Ekonomi Kelurahan Simpang Pinjam (UEK SP)
dan media penerapan prinsip transparansi pada
tahap awal program UEK SP di Kelurahan
Sungai Jering ini dilaksanakan. Program Usaha
Ekonomi Kelurahan Simpang Pinjam (UEK SP)
diharapkan dapat menjadi suatu sistem pemba-
ngunan yang memungkinkan segala bentuk sum-
berdaya pembangunan dapat diakses secara
merata dan adil oleh seluruh pelaku dan kompo-
nen masyarakat.

Walaupun UEK-SP merupakan program
pemerintah akan tetapi pada kasus UEK-SP di
Kelurahan Sungai Jering, pemerintah tidak per-
nah mengadakan pengawasan terhadap kegiatan
yang telah dilakukan oleh UEK-SP. Selama ini
evaluasi hanya dilakukan bersamaan dengan
Rapat Anggota Tahunan saja, dan laporan me-

ngenai kegiatan UEK-SP pada akhir tahun di-
serahkan kepada Lurah. Hal itu sebagaimana
diungkapkan oleh Yunialida Bendahara TP UEK
SP Sungai Jering.

Diakui dari sisi pengelolaan oleh tim ke-
giatan UEK SP Sungai Jering ini lemah, namun
pemerintah mestinya juga membantu kami baik
dalam memonitoring maupun mengawasi pelak-
sanaan program ini. Tidak dapat dipungkiri
bahwa pengawasan sifatnya hanya formalitas
dengan melihat laporan tahunan saja padahal
kami juga dihadapkan pada permasalahan di
lapangan seperti tekanan dari berbagai pihak
untuk pencairan dana usaha kepada kelompok
masyarakat tertentu.

Sementara itu, pertanggungjawaban yang
diberikan oleh pengurus lebih banyak merupakan
laporan saldo akhir tiap tahun anggaran serta
berapa banyak. Sisa Hasil Usaha yang akan
dibagikan kepada masing-masing kelompok.
Pengawasan merupakan aspek manajemen yang
sangat penting untuk mengontrol jalannya suatu
lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Ada-
nya pertanggungjawaban yang jelas juga akan
meningkatkan kepercayaan anggota dan masya-
rakat kepada para pengurus dalam melanjutkan
pelayanannya kepada masyarakat.

Ketika sosialisasi program dilaksanakan
terjadi ketidaktahuan, ketidakpahaman dan ke-
sulitan dalam mengerti seluruh rangkaian kegiatan
UEK SP oleh Tim Pengelola Kegiatan, aparatur
dan masyarakat pada umumnya. Walaupun su-
dah terusun secara sistematis dalam buku Pe-
tunjuk Teknik Operasinal UEK SP akan tetapi
beberapa aparatur pengelola masih kesulitan
dalam menjalankan program.

Kesulitan petugas dalam pembuatan LAK
khususnya bendahara TPK membuat proses
pencairan modal usaha tidak sesuai dengan waktu
yang diharapkan. Dampaknya tentu saja
pengembangan usaha masyarakat menjadi lebih
lama dari waktu yang diperkirakan. Persoalan
ini disebabkan bendahara TPK belum mampu
menterjemahkan petunjuk teknis operasional
(PTO) UEK SP karena keterbatasan kemampuan
sumberdaya manusia bendahara yang hanya
lulusan SMP/Sederajat.

Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi
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Kelurahan Simpang Pinjam (UEK SP) di Kelu-
rahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah
dilaksanakan melalui proses yang sistematis,
dengan kejelasan prinsip, visi dan misi yang me-
ngarah terwujudnya tatanan masyarakat yang
sejahtera sehingga Program Usaha Ekonomi
Kelurahan Simpang Pinjam (UEK SP) lebih me-
ngedepankan proses perencanaan, pelaksanaan,
dan pelestarian dengan asas yang dianut UED/
K-SP.

Tahapan pelaksanaan program usaha eko-
nomi kelurahan simpan pinjam (UEK SP) di
Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi alur
perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan
evaluasi program. Berikut penjabaran tahapan
pelaksanaan program UEK SP di Kelurahan
Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Ka-
bupaten Kuantan Singingi.

Perencanaan kegiatan meliputi tahap per-
siapan dan sosialisasi awal, sampai pada pe-
nyampaian informasi hasil. Tahap persiapan dan
sosialisasi awal dimulai dari Musyawarah Kelu-
rahan, sosialisasi sampai dengan pelatihan Kader
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (KPMK).

Sosialisasi UEK SP di Kelurahan Sungai
Jering khususnya tahun 2013 dilakukan 2 Kali,
yakni pada Musyawarah antar Kelurahan di
tingkat kecamatan, serta pada Musyawarah Ke-
lurahan di tingkat Kelurahan. Baik pada MAK
dan Musyawarah Kelurahan digunakan untuk
mensosialisasikan Program Usaha Ekonomi
Kelurahan Simpang Pinjam (UEK SP) baik ten-
tang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun
hal-hal lain yang berkaitan dengan Program
Usaha Ekonomi Kelurahan Simpang Pinjam
(UEK SP) serta untuk menentukan kesepakatan-
kesepakatan dalam melaksanakan UEK SP Per
Kelurahan.

Musyawarah Antar Kelurahan (MAK)
sosialisasi di kecamatan sendiri terselenggara
pada hari sabtu, tanggal 18 Februari 2013 ber-
tempat di Aula Kecamatan Kuantan Tengah.
MAD sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan 10
Desa/Kelurahan yang memperoleh dana UEK
SP di Kecamatan Kuantan Tengah termasuk
pada masa itu perwakilan dari Kelurahan Sungai
Jering. Materi pada MAK sosialisasi ini adalah

sosialisasi tentang petunjuk umum dan petunjuk
teknis Program Usaha Ekonomi Kelurahan
Simpang Pinjam (UEK SP).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Imple-
mentasi Kebijakan Pemerintah Pada Program
Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di
Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan
Tengah, yaitu: Faktor Lemahnya Pengawasan.
Walaupun UEK-SP merupakan program peme-
rintah akan tetapi pada kasus UEK-SP di
Kelurahan Sungai Jering, pemerintah tidak per-
nah mengadakan pengawasan terhadap kegiatan
yang telah dilakukan oleh UEK-SP. Selama ini
evaluasi hanya dilakukan bersamaan dengan
Rapat Anggota Tahunan saja, dan laporan me-
ngenai kegiatan UEK-SP pada akhir tahun
diserahkan kepada Lurah.

Ketika sosialisasi program dilaksanakan
terjadi ketidaktahuan, ketidakpahaman dan ke-
sulitan dalam mengerti seluruh rangkaian kegiatan
UEK SP oleh Tim Pengelola Kegiatan, aparatur
dan masyarakat pada umumnya. Walaupun su-
dah terusun secara sistematis dalam buku
Petunjuk Teknik Operasinal UEK SP akan tetapi
beberapa aparatur pengelola masih kesulitan
dalam menjalankan program. Kesulitan petugas
dalam pembuatan LAK khususnya bendahara
TPK membuat proses pencairan modal usaha
tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan.
Dampaknya tentu saja pengembangan usaha
masyarakat menjadi lebih lama dari waktu yang
diperkirakan. Persoalan ini disebabkan benda-
hara TPK belum mampu menterjemahkan petunjuk
teknis operasional (PTO) UEK SP karena
keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia
bendahara yang hanya lulusan SMP/Sederajat.

Lemahnya sosialisasi dan komunikasi an-
tara pengelola kegiatan dengan fasilitator baik
pada kelurahan maupun kecamatan menjadi
penyebab program ini gagal di Kelurahan Sungai
Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten
Kuantan Singingi. Selain tidak adanya koordinasi
dan kontrol dari pemerintah (SKPD) terkait juga
karena lemahnya sosialisasi terhadap program
oleh Pemerintah maupun tim pengelola UEK SP
itu sendiri.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna
menilai kinerjaimplementasi kebijakan adalah
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sejauh mana lingkungan eksternal turut mendo-
rong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan
sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif
dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan
kinerjaimplementasi kebijakan. Karena itu, upaya
implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi
lingkungan eksternal yang kondusif.

Pada aspek ini lingkungan sosial dirasa
yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan
program UEK SP di Kelurahan Sungai Jering
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi. Lingkungan sosial ini paling tidak di-
gambarkan pada hubungan sosial masyarakat
Kelurahan Sungai Jering yang masih ketat dan
sulit sekali bagi TP/UP UEK SP untuk bertindak
profesional dengan pendekatan manajemen resiko.
Akibatnya eksekusi terhadap agunan kreditur juga
tidak pernah dilakukan.

SIMPULAN

Implementasi Prorgram Dana Usaha Eko-
nomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK SP) di
Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2013-2015 dilaksanakan dalam tahapan-
tahapan yakni; tahap perencanaan, tahap pelak-
sanaan dan tahap pelestarian. Secara keseluru-
han pelaksanaan UEK SP di Kelurahan Sungai
Jering sudah berjalan sesuai dengan peraturan
yang ada dan hasilnya sudah dapat dirasakan
masyarakat secara langsung meskipun dalam
pelaksanaannya sendiri masih ada kekurangan,
kelemahan dan hambatan. Dinamika dan perma-
salahan yang muncul dalam pelaksanaan UEK
SP di Kelurahan Sungai Jering terjadi pada ta-
hapan berikut:
1. Tahap sosialiasi

Sosialisasi yang kurang detail pada tingkat
kecamatan menjadi kendala awal dalam pe-
nyampaian informasi mengenai program UEK SP
ini terhadap masyarakat. Namun hal ini dapat
dieliminir seiring dengan berjalannya kegiatan
UEK SP itu sendiri.
2. Tahap pelaksanaan

Permasalahan yang muncul dalam kegiatan
UEK SP adalah masalah manajerial dan admi-

nistrasi dimana kedua permasalahan tersebut

masih mendominasi terhadap proses UEK SP

di Kelurahan Sungai Jering.

3. Tingkat Administrasi Pelaporan

Hasil dari laporan administrasi mengalami
keterlambatan karena pelaku dipihak TP UEK

SP kurang memahami sistem administrasi dari

UEK SP. Beberapa faktor yang menghambat

dalam implementasi Program Dana Usaha

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK SP)

di Kelurahan Sungai Jering Tahun 2013-2015

adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Faktor Lemahnya Pengawasan dari Peme-
rintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui
Badan Pemberdayaan Desa dan terutama
pengawasan dari pengurus koperasi program
UEK SP di Kelurahan Sungai Jering terkait
pelaksanaan program UEK SP di Kelurahan
Sungai Jering.

2. Faktor Kendala Pemahaman dan Kualitas
Pengelola program UEK SP, berupa pema-
haman masyarakat pemanfaat program UEK
SP di Kelurahan Sungai Jering serta kesa-
daran dari masyarakat yang menggunakan
dana program tersebut dikarenakan sebagian
masyarakat menyatakan dana tersebut meru-
pakan bantuan dari pemerintah dan bukan
pinjaman yang harus dikembalikan.

3. Faktor Kendala Pada Komunikasi Organisasi
Pelaksana, berupa koperasi masyarakat yang
tidak aktif sehingga tidak mendukung program
UEK SP di Kelurahan Sungai Jering sepenuh-
nya.

4. Kendala ketepatan Sasaran Dana UEK SP
terutama dalam hal ketepatan sasaran masya-
rakat yang memang berhak untuk men-
dapatkan pinjaman dari program UEK SP di
Kelurahan Sungai Jering.

5. Faktor lingkungan sosial, ekonomi dan
politik, terkait permasalahan dalam lingkungan
sosial ekonomi masyarakat pemanfaat yang
banyak masyarakat mengalami kemacetan
dalam mengembalikan dana pinjaman yang
berdampak kepada masyarakat pemanfaat
lainnya yang enggan untuk mengembalikan
dana pinjaman tersebut.
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